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Pengangguran dan Tantangan Gen-Z

LAPORAN Badan Pusat Statistik
(BPS) mengungkap terdapatnya
9,9 juta anak muda yang tidak
bersekolah, tidak bekerja dan tidak
sedang mengikuti pelatihan. Data
Agustus 2023 ini mengungkap
mereka berada di rentang usia 15 -
24 tahun yang lebih dikenal seba-
gai Gen-Z. Angka ini setara dengan
22,25% total penduduk muda usia
Indonesia.

Data yang tidak bisa diabaikan.
Bahkan harus ditanggapi bijak dan
solutif. Apalagi Generasi Z kelahir-
an 1996 - 2012 dalam tiga tahun
terakhir ini kian gencar memasuki
dunia kerja. Dan ini menjadi proble-
ma tersendiri termasuk di daerah-
daerah. Keberadaan mereka de-
ngan karakteristik yang berbeda
dari pekerja generasi sebelumnya,
merata di seluruh Indonesia.

Harus  diakui,  munculnya
Angkatan kerja Gen-Z merupakan
tantangan tersendiri. Karakteristik
yang berbeda mulai kenyamanan
menggunakan teknologi yang lebih
tinggi hingga lebih peka dan meng-
hargai keberagaman di tingkat ker-
ja. Hanya tantangan munculnya
Gen-Z ini menurut Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerija,
Perluasan Kerja dan Transmigrasi
Disnakertrans Kabupaten Bantul
Rumiyati SH MHum, ialah mental
generasi Z yang memiliki kredo be-
kerja  secukupnya,  ‘healing’
sepuasnya. Gen-Z adalah generasi
strawberry. Indah bentuknya, ma-
hal dengan rasa yang manis. Akan
tetapi begitu dibuka dan terkena
udara bebas, fisiknya berubah.
Begitu juga dengan karakter Gen-
Z. Menurut Rumiyati, mereka tidak
tahan terhadap tekanan. (KR,
31/5).

Sesuatu yang wajar, bila mereka
tidak tahan terhadap tekanan.
Mereka adalah generasi yang se-
jak lahir sudah akrab dengan
teknologi canggih dan hidup de-
ngan pelbagai kemudahan. Bisa
dikatakan, sejak lahir dunia dalam
genggaman tangan. Kesulitan se-
dikit, mereka tidak tahu harus
berbuat apa. Padahal ketika ketika
memasuki  dunia bekerja, se-
muanya tidak semudah memba-
likkan tangan. Di sisi lain, per-

mintaan pasar kerja berubah.
Tragisnya, tidak sedikit yang masih
mendapatkan pendidikan dengan
kurikulum lama.

Ini tidak boleh didiamkan. Apa
pun, mereka adalah anak-anak
bangsa yang tidak bisa diabaikan
apalagi dibiarkan saja dengan
karakteristiknya tersebut. Jika
mereka dibiarkan saja dan bahkan
terjebak dalam kemiskinan, negara
juga tidak dapat lepas tangan. Ada
pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang
mewajibkan negara mengurus
mereka. Artinya, negara harus
melakukan intervensi, apalagi jika
keberadaan Gen-Z ini dikaitkan
bonus demografi 2035 dan
Indonesia Emas 2045. Mereka de-
ngan kecanggihan teknologinya,
memerlukan akses dan ruang
membangun kompetensinya
sesuai kebutuhan zaman.

Tantangan Gen-Z sangat berbe-
da dengan generasi sebelumnya.
Dan permasalahan itu pun tidak
bisa disederhanakan begitu saja.
Mental bekerja secukupnya, heal-
ing sepuasnya harus diberi sen-
tuhan konstruktif, untuk mema-
hamkan mereka akan adanya tan-
tangan sekaligus kompetisi yang
akan semakin keras di masa men-
datang. Karena kemudahan
teknologi sifatnya hanya memban-
tu.

Ironis! Di tengah problematika
pengangguran Gen-Z, kita melihat
realita yang sangat mengusik.
Bangsa ini mencermati dengan jeli,
bagaimana peran orang tua ikut
cawe-cawe ‘mencarikan pekerjaan’
bagi anak-anaknya. Tidak usah
jauh-jauh. Persidangan mantan
Menteri Pertanian SYL mengung-
kap gamblang bagaimana anak,
cucu, relasi satu partai bahkan juga
penyanyi ndangdut kenalannya
bisa bekerja di Kementan.

Masyarakat pun berfikir. Nepotis-
me semacam ini dalam pelbagai
modusnya barangkali juga terjadi di
banyak tempat. Jika benar, tentu
akan semakin menutup kesem-
patan orang muda apalagi yang
‘bukan siapa-siapa’. Pertanyaan
kritisnya, apa tidak ada mekanis-
me yang fair sekaligus mencegah
fitipan’ orang dalam? [O-f
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Mengapa RUU Penyiaran Layak Ditolak?

SELAMA Mei 2024 ini tidak ter-
bendung munculnya polemik tentang
RUU Penyiaran. Berbagai elemen
masyarakat, terutama yang menaruh
perhatian pada isu demokrasi, de-
ngan gigih melakukan penolakan ter-
hadap RUU Penyiaran Usul Inisiatif
DPR RI. Artikel ini bermaksud mem-
beri gambaran kepada masyarakat
luas mengenai alasan mengapa RUU
Penyiaran tersebut layak untuk dito-
lak.

Saat ini ada dua versi RUU
Penyiaran yang beredar di masyara-
kat dan menjadi bahan perbin-
cangan. Pertama, RUU versi
Oktober 2023 terdiri dari 14
Bab dan 149 Pasal. Sedang
yang kedua adalah versi 27
Maret 2024 yang merupakan
bentuk perubahan dari RUU
versi 2023 sehingga hanya
memuat pasal-pasal tertentu
yang diubah beserta hasil pe-
rubahannya. Dalam kedua
versi RUU, larangan bagi lem-
baga penyiaran untuk
menayangkan jurnalistik in-
vestigasi masih tercantum.
Padahal ketentuan mengenai
hal itulah yang pertama-tama
memincu polemik karena
berpotensi memberangus kebe-
basan pers.

Selain larangan menyiarkan
karya jurnalistik investigasi,
terdapat sejumlah masalah
serius dalam RUU Penyiaran.
Namun, mengingat keter-
batasan ruang, artikel ini hanya
akan membahas empat hal yang
sifatnya makro.

Pertama, secara paradigmatik,
RUU ini berlawanan dengan sistem
demokrasi dan menarik mundur ke
sistem otoritarian dalam wajah baru
(new authori tarian). Semangat
demokratisasi dalam UU Penyiaran
2002 yang ditandai dengan hadirnya
Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
baik di level nasional (RRI dan TVRI)
maupun Lembaga Penyiaran Publik
Lokal (LPPL), pembentukan
Lembaga Penyiaran Komunitas, dan
pembentukan regulator independen
bernama Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI), seolah tetap diperta-
hankan. Akan tetapi, secara hakiki
mengalami penurunan kelas (down-
grade) sehingga kewenangannya

Darmanto

menjadi minimalis.

Kedua, RUU menegasikan keber-
adaan Pancasila sebagai Dasar
Negara. Hal itu terlihat dari tidak
disebutkannya Pancasila pada
bagian konsideran maupun pasal
terkait dengan dasar penyele ngga
raan penyiaran. Kata Pancasila ha-
nya muncul di pasal pengaturan per-
syaratan untuk menjadi Komisioner
KPI. Secara substantial ketentuan

itu hanya merupakan salin tempel
dari apa yang ada di UU Penyiaran
2002. Artinya, tidak ada kesadaran
yang muncul dari perumus RUU
Penyiaran untuk menempatkan
Pancasila sebagai sumber nilai dalam
penyelenggaraan penyiaran nasional.

Ketiga, RUU Penyiaran meru-
pakan wujud legitimasi dari praktik
penyelenggaraan penyiaran yang
toksik (toxic) selama ini. Contoh, pe-
ran KPI yang menurut UU 32/2002
cukup strategis, tetapi mengalami
pelemahan sehingga hanya bermain
di aspek pengawasan isi siaran, maka
RUU kali ini mempertegas fungsi
tersebut menjadi satu-satunya kewe-
nangan yang bakal dimiliki KPI.
Pada sisi lain, kelembagaan KPI
diperkuat dan masa kerjanya diubah
menjadi 4 tahun sebagai jawaban

atas keluh kesah para komisioner se-
lama ini. RUU ini juga melegitimasi
harapan orang-orang RRI dan TVRI
agar posisi LPP dijadikan sebagai
lembaga penyiaran negara sehingga
tidak perlu pusing memikirkan sum-
ber pembiayaan, kepastian masa de-
pan kepegawaian, dan penguatan po-
sisi Dewan Direksi agar tidak mudah
digoyang oleh Dewan Pengawas.
Namun, kalau LPP kemudian dinya-
takan sebagai lembaga negara hal itu
bertentangan dengan sistem
demokrasi.

Keempat, RUU Penyiaran
mencampuradukkan urusan
penyiaran dengan platform
digital. Padahal keduanya
adalah rezim yang sangat
berbeda. Penyelenggara
penyiaran harus mendapat-
kan izin terlebih dahulu untuk
bisa memperoleh saluran, dan
sekaligus bertanggungjawab
untuk mengisi konten pada sa-
luran yang dimiliki. Adapun
penyelenggara platform hanya
menyediakan saluran, sedang
konten dapat diisi oleh siapa
pun baik individu maupun or-
ganisasi. Pengisi konten plat-
form tidak perlu mengantongi
izin terlebih dahulu dari pemi-
lik saluran. Misal, pengguna
YouTube tidak perlu menung-
gu izin dari Steve Chen dan
kawan-kawan. Begitu juga
pengguna Facebook, tanpa
izin dari Mark Zuckerberg
tetap bisa mengunggah konten.

Berdasar argumentasi di atas,
RUU Penyiaran ini memang layak di-
tolak. Apalagi masa kerja DPR perio-
de 2019-2024 kurang dari 6 bulan
dan anggota DPR periode berikutnya
sudah terpilih sehingga tidak etis
kalau melanjutkan pembahasan. O-f

*) Darmanto, praktisi penyiaran.
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan
Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email : opini-
kr@gmail.com dengan panjang tulisan
antara 535 - 575 kata, dengan mengisi
subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-
ngan lupa menampilkan fotocopy identi-
tas. Terimakasih.

Negeri Onde-onde

ONDE-ONDE adalah kue jajanan
pasar yang terbuat dari tepung terigu
atau ketan yang digoreng atau dire-
bus. Ciri khas dari kue ini adalah
taburan dan baluran biji wijen. Pada
penyajiannya, onde-onde diberi bubuk
kacang hijau dan dilapisi warna pada
permukaannya seperti putih, merah
atau hijau. Onde-onde sangat disukai
masyarakat Indonesia. Bahkan, kue
ini merupakan salah satu makanan
tradisional masyarakat Bugis yang
wajib ada pada ritual syukuran.

Cerita di atas memperlihatkan
magis dari kue onde-onde. Kemagisan
ini dalam konteks kebijakan publik
mirip dengan kebijakan perekrutan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di
Indonesia. Bagaimana tidak, pengu-
muman CPNS selalu diikuti dengan
animo yang luar biasa. Seringkali
ditemui fenomena di mana formasi
yang disediakan tidak sebanding de-
ngan pendaftar yang mencalonkan
diri. Contohnya saja, pendaftar CPNS
di tahun 2023 ditaksir mencapai
angka sekitar 2 juta orang, padahal
formasi yang disediakan hanya 1 juta.
Artinya, ada 1 juta orang yang akan
tereliminasi dari formasi.

Fenomena ini memperlihatkan ke-
seragaman antara onde-onde dan CP-
NS. Kehadiran keduanya selalu diser-
bu masyarakat dan dalam beberapa
hal dianggap seperti ritual. Jika onde-
onde dijadikan sebagai makanan
syukuran, maka seleksi CPNS men-
jelma menjadi seremonial budaya.
Hal ini terlihat dari banyaknya
bimbingan belajar intensif lolos CPNS
yang kerap muncul jelang adanya
pembukaan CPNS. Aspek ini membu-
at CPNS seperti gula yang dikerubuti
semut.

Namun peristiwa ini semestinya ti-
dak perlu disikapi dengan keheranan
yang berlebihan. Sebab, CPNS masih
menjadi primadona bagi orang
Indonesia. Hal ini disebabkan sektor
industri swasta masih memiliki kele-
mahan dalam menampung jumlah
tenaga kerja. Faktor ini juga
didukung dengan kehormatan berle-
bihan yang disematkan pada status

Satria Aji Imawan

CPNS. Dua alasan tersebut menye-
babkan adanya urgensi CPNS harus
dilaksanakan secara profesional.
Lalu, apakah benar seperti itu?

Pertanyaan tersebut dapat dijawab
dengan melihat historis dan pengait
dari kebijakan seleksi CPNS. Secara
historis, kebutuhan merekrut pe-
gawai baru selalu diletakkan pada ke-
pentingan manajerial. Artinya, pe-
gawai baru diseleksi karena kebu-
tuhan SDM yang ada di dalamnya.
Tentunya, setiap pegawai pensiun
dan membutuhkan tenaga baru
adalah sebuah keniscayaan di dalam
institusi. Tidak ada yang mengheran-
kan atas hal ini.

Sementara itu, pengait dari kebi-
jakan CPNS adalah kondisi politik.
Dengan animo yang besar, CPNS ker-
ap dimainkan sebagai alat pengungk-
it politik. Tidak jarang ditemui
bagaimana seleksi CPNS dilakukan
tatkala ~momen-momen  politik
berlangsung, seperti Pemilu atau
Pilkada. Pengaruh ini menempatkan
seleksi CPNS sebagai simalakama. Di
satu sisi, seleksi tersebut dibutuhkan
sebagai bagian dari pengor-

politik 2024 memanas tentu tidak
bisa dijadikan alasan. Mengingat pen-
tingnya posisi SDM di dalam institusi,
semestinya proses pengesahan CPNS
2023 dipercepat agar agenda-agenda
pembangunan terjaga baik dari sisi
kecepatan, ketepatan dan kepatutan.
Penundaan yang belum kelihatan
hilalnya ini menunjukkan adanya
kemiripan dalam pengelolaan seleksi
CPNS dengan pembuatan onde-onde.
Kehadirannya selalu ditunggu dan
mencapai puncaknya di momen-mo-
men krusial seperti pergantian tong-
gak kepemimpinan. Penyajiannya
pun menarik dengan berbagai metode
seleksi di antaranya tertulis dan
lisan. Namun, pemerintah perlu ingat
bahwa mengkonsumsi onde-onde sa-
ngat pas di saat panas. Begitu juga
dengan tenaga para peserta CPNS
2023 yang tepat digunakan secara
cepat. Jangan sampai para tunas
bangsa ini mengendur hanya karena
pengelolaan yang tidak pas. O-f
*) Satria Aji Imawan SIP MPA,
Dosen Departemen Administrasi
Publik di FISIP UNDIP dan
Direktur Kajian Pembangunan dan
Kebijakan di Lingkar Kajian
Kolaboratif (LKK).

ganisasian insitusi, namun
di sisi lain, seleksi CPNS
menjelma menjadi alat
politik. Dua kutub dilema
ini setidaknya tergam-

g - Beli Elpiji 3 Kg gunakan KTP
barkan melalui seleksi CP- .
NS 2023 -- Cukup KTP, apa masih perlu
Rekrutmen CPNS 2023 | uang?
telah dilakukan sejak akhir R
tahun yang lalu. Ditinjau Peringatan Pancasila bukan sekadar
dari linimasa yang ada, ritual
ma:fa sehaxiulsny a ga;a pe- -- Yang penting, bagaimana sila-
serta yang lolos sudah me- silanya dilaksanakan

nerima SK saat ini.
Kemoloran di dalam mene-
rima SK menjadi sorotan
tersendiri. Selain masalah
profesionalisme, lembaga
yang dituju juga menunggu
uluran tangan para CPNS
ini. Pledoi bahwa CPNS
2023 datang di saat tahun
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-- Semoga tetap sehat dan lancar
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